AT

PPN

KEPALA DESA TLEPOK

KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA TLEPOK
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLEPOK,

Menimbang s a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib
menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangannya  Dengan  mengacu  pada perencanaan
pembangunan Kabupaten,;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya
ditetapkan dengan Peraturan Desa;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlepok
Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan



10.

11.

12.

13.

Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4557);

Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 528, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota (Lembaran
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor
64);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007
tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLEPOK
dan

KEPALA DESA TLEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA TLEPOK TAHUN 2019 - 2025

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1.
2.

0 X N o o

11.

12.

13.

14.

Desa adalah desa Tlepok

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Pemerintah Desa adalah Tlepok

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

Daerah adalah Kabupaten Kebumen
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Bupati adalah Bupati Kebumen

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan
hak lainnya yang sah.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian,
termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial,
dan kegiatan ekonomi.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui
penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat
Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara
partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena
dampak hasil musyawarah).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten
di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk
mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan
lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM
Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat
rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, Penanggulangan bencara
darurat dan mendesak.

Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di
Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber
daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender,
pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat
miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup,
pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan
perdamaian, serta kearifan lokal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan
disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, Penanggulangan bencara
darurat dan mendesak.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



24.

25.

26.

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi
data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia,
kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan
permasalahan yang dihadapi di desa.

Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan
cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan
berdasarkan keadaan obyektif Desa.

Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh
Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan
penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlepok Tahun 2019 - 2025 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :

a.

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum

C.Tujuan dan Manfaat

. BAB II : PROFIL DESA

A. Legenda dan Sejarah Desa
B. Kondisi Umum Desa
C. SOTK Desa

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
A. Sosialisasi

B. Musdus
C. Lokakarya Desa
D.Musyawarah Desa

E. Musrenbang RPJM Desa
BAB IV :RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN
KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. Visi

B. Misi



C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
E. Program dan Kegiatan Indikatif
f. BAB VI : PENUTUP
g. LAMPIRAN-LAMPIRAN :
1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)

5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa,
Musrenbangdes)

6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya,
Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa,

Musrenbangdes)

8. Peta Desa

9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa,
Musrenbangdes).

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman
bagi pemerintah desa untuk penyusunan Naskah RPJM Desa dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2019 — 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi
pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam
pelaksanaan pembangunan desa.



Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Tlepok
pada tanggal 18 Oktober 2019
KEPALA DESA TLEPOK,

SUNARYO

Diundangkan di Desa Tlepok
pada tanggal 19 Oktober 2019
SEKRETARIS DESA TLEPOK,

BASIMIN
LEMBARAN DESA TLEPOK NOMOR 5



LAMPIRAN

PERATURAN DESA TLEPOK
NOMOR :5TAHUN 2019
TENTANG : 18 Oktober 2019

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN 2019 - 2025

DESA TLEPOK KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN



DAFTAR ISI

BAB 1: PENDAHULUAN
a. Latar Belakang / Pendahuluan
b. Landasan Hukum
c. Tujuan
d. Kesesuian Dengan Dokumen Perencanaan Daerah
e. Sistematika
BAB II PROFIL DESA
a. Sejarah Desa
b. Gambaran Umum Desa
c. SOTK Desa
d. Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa
BAB III: PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
a. Kajian Desa Partisipatif
b. Musyawarah Desa RPJM-Desa
c. Musrenbang RPJMDes
BAB 1V :VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN
KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
a. Visi
b. Misi
c. Arah Kebijakan Pembangunan
d. Arah Kebijakan Keuangan Desa
e. Program dan Kegiatan Indikatif
BABV : INDIKATOR KINERJA
BABVI : PENUTUP
LAMPIRAN- LAMPIRAN:
1. Matrik Program Kegiatan
2. Proses Penyusunan Program
3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram
Kelembagaan)
4. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)

S. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah(Musdus,Lokakarya,
Musrenbangdes)



A.

6. Notulen Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
7. Peta Desa
8. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah
desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan
masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan
Nasional dan berada di Desa/Kota, maka sebuah desa wajib mempunyai
perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang
berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Tlepok

untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi

dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa,

karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah

merupakan satu kesatuan sistem.

B.

LANDASAN HUKUM.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional

Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8.
9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan;

Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

C. TUJUAN DAN MANFAAT.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJM Desa) Desa Tlepok ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai

berikut :

1.

Tujuan RPJM Desa :

a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup
skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan
menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Desa.

b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Tlepok

c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Tlepok

Manfaat RPJM Desa :

a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.

b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan
Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.

c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.

d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program
pembangunan dari Pemerintah.

e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.



D. HUBUNGAN RPIMDESA DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

1. Rencana Pembnagunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
2. RPJM-Desa Desa Tlepok Kecamatan Karangsambung Tahun 2019 - 2025

mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian
pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2019

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2019 - 2024

4. RPJM-Desa Desa Tlepok Kecamatan Karangsambung Tahun 2019 - 2025
mengacu dan menjadi

bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah
daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2020

E. SISTEMATIKAN RPJM DESA

RPJM Desa Tlepok Kecamatan Karansgambung Tahun 2019 - 2025 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN
Berisi Latar Belakang / Pendahuluan, Landasan Hukum, Tujuan,
Hubungan Dokumen Perencanaan Lain dan Sistematika

BAB Il : GAMBARAN UMUM DESA
Berisi Sejarah Desa, Kondisi Umum Desa, SOTK Desa, Masalah / isu
strategis yang dihadapi Desa

BAB III: PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
Berisi kajiaan Desa Partisipatif, Musyawarah Desa, Musrenbang
RPJMDes
BAB IV: VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATIF
Berisi visi misi Desa, Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan
Keuangan Desa, Program dan Kegiatan Indikati

BAB V : INDIKATOR KINERJA BAB

VI : PENUTUP LAMPIRAN -

LAMPIRAN



BAB II GAMBARAN UMUM DESA

1. LEGENDA DAN SEJARAH DESA
a. LEGENDA DESA

Pada suatu ketika ada seorang sakti lagi bijaksana bernama mbah Arungbinang
bersama pengikutnya datang ke Desa Wadasmalang sesampainya ke desa
tersebut beliau berjalan kearah utara sampai disuatu dusun para pengikut nya
memukul sebuah kenong, nong, nong , dusun tersebut diberi nama dusun
Kalikemung termasuk wilayah Desa Wadasmalang. Kemudian mbah
Arungbinang bersama pengikutnya berjalan kearah barat sampai di gunung batu
beliau dan rombongan beristirahat, gunung batu tersebut sekarang dikenal
gunung Batur. Pada waktu mbah Arungbinang selesai istirahat kemudian
berjalan melangkah kakinya menginjak tanah yang lembek sehingga bekas
kakinya ada tapak kaki ( Tlapak ) dan waktu berjalan berbunyi tlepok, tlepok
yang kemudian diberi nama Desa Tlepok.
Mbah Arungbinang meneruskan perjalanan ke arah barat dan beliau
meninggalkan seorang pengikutnya yang bernama mbah Merto untuk tinggal di
Desa Tlepok . Mbah Merto mempunyai anak 2, anak yang pertama bernama
mbah Jaya Semita sedangkan anak yang kedua bernama mbah Jenggot. Mbah
Jaya Semita diberi tugas oleh mbah Merta untuk memimpin pemerintahan desa
Tlepok, sedangkan mbah Jenggot mengemban tugas menjadi pimpinan agama.
Suatu hari Mbah Merta sebelum meninggal memanggil kedua anaknya, mbah
Merta berpesan agar setiap Jum’at Kliwon mengadakan syukuran untuk
mengingat perjuangan mbah Merta pada waktu babad alas ( membuka Hutan )
untuk dijadikan desa ( syukuran tersebut masih dilaksanakan oleh kepala Desa).
Beliau  Dbertiga setelah  meninggal dimakamkan di Desa  Tlepok.

BAB III
PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Tlepok Kecamatan
Karangsambung adalah sebagai berikut :

1. KAJIAN DESA PARTISIPATIF

a. MUSDUS
Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di
desa Tlepok dengan menggunakan Alat Kajian :
1. Sketsa Desa



2. Kalender Musim

3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah RW

/Dusun yang telah dilakukan pada :

NO RW WAKTU PELAKSANAAN TEMPAT
1 RW 01 03 September 2019 Balai Desa
2 RW 02 18 September 2019 Balai Desa
dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat

RW/Dusun, Kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 3.

b. LOKAKARYA DESA

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Desa

yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2019 dengan tahapan sebagai berikut :

1.

2
3.
4

Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Dusun
Menyusun Legenda dan Sejarah Desa
Menyusun Visi Misi Desa

Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah
yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan
menggunakan rangking dan pembobotan.

Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati
bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak.
Kegiatan ini mempunyai tujuaan untuk mendapatkan alternatif tindakan
pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi

yang ada.
Menetapkan tindakan yang layak
Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang

ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan

skala Desa dan pembangunan skala Desa.

2. MUSYAWARAH DESA RPJM-DESA

Musyawarah Desa RPJM-Desa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama

lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,




dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa

untuk membahas dan menyepakati RPJM- Desa. Musyawarah Desa dalam rangka

penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan
misi kepala Desa; dan

c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Musywarah Desa RPJM-Desa dilaksanakan pada hari Tanggal Delapan bulan
Oktober tahun dua ribu sembilan belas

3. MUSRENBANG RPJM-DESA

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan
Musrenbangdes penyusunan Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari
Jum’at tanggal delapan belas oktober , bertempat di Balai Desa dalam rangka
membahas rancangan RPJM Desa Tahun 2019 - 2025.

BAB IV

VISI , MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN
DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Visi Desa Tlepok adalah :

“TLEPOK SEJAHTERA MELALUI EKONOMI KERAKYATAN DAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK BERBASIS BUDAYA LOKAL”

Untuk memperjelas sasaran yang hendak diwujudkan, maka diberikan pengertian

terhadap variabel yang terdapat dalam visi di atas sebagai batasan operasionalnya,

yaitu:

Sejahtera : Kondisi di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan
hak-hak dasarnya dan aman sentosa;

Ekonomi : Adalah di mana kondisi ekonomi yang meliputi

Kerakyatan pertanian, UMKM, peternakan, perikanan dll, yang

dikelola oleh masyarakat dengan menganut azas



gotong royong dan kerukunan;

Pemerintahan : Adalah kondisi dimana pemerintahan desa sebagai
Yang Baik pelayan masyarakat menjunjung tinggi prinsip
transparan, partisipatif, akuntabel dan dilakukan

dengan sepenuh hati;

Budaya Lokal : Adalah di mana pandangan dan kondisi desa Tlepok
dalam segala aspek kehidupan tetap berpegang
kepada budaya, adat istiadat dan agama serta

mempertimbangkan perubahan zaman;

B. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu
pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa
tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam
misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan.

Misi Desa Tlepok adalah :

1.Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi desa dari
masyarakat, oleh masyarakat dan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran masyarakat

2.Memperluas jaringan sosial ekonomi secara nasional maupun
internasional demi kesejahteraan rakyat

3.Mewujudkan infrastruktur dasar yang berbasis pada perekonomian
produktif

4.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan

5.Membina dan melestarikan kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang

agamis dan berbudaya

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program
dan kegiatan pembangunan Desa Tlepok Kecamatan Karangsambung Kabupaten
Kebumen selama periode Tahun 2019-2025



Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi desa dari
masyarakat, oleh masyarakat dan  sebesar-besarnya untuk
kemakmuran masyarakat

.Memperluas jaringan sosial ekonomi secara nasional maupun

internasional demi kesejahteraan rakyat

.Mewujudkan infrastruktur dasar yang berbasis pada perekonomian
produktif
.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
pelayanan

.Membina dan melestarikan kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang

agamis dan berbudaya

D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan

pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam

pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat.

melaksanakan kegiatan pembangunan,

Desa membutuhkan

sumber

Dalam

dana

pembangunan, oleh karena itu setiap Desa ditunut harus mampu berusaha

mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

PREDIKSI PENDAPATAN DESA

Desa Tlepok Kecamatan Karangsambung Desa Tlepok

Tahun 2019 - 2025

PENDAPATAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Pendapatan Asli
0 0 0 0 0 0
Desa
Hasil Usaha Desa 5,452,000 5,452,000 5,452,000 5,452,000 5,452,000 5,452,000
Hasil Aset Desa
Sawadaya,Partisipasi
33,180,000 33,180,000 33,180,000 33,180,000 33,180,000 33,180,000

dan Gotong royong
Lain lain pendapatan

. 9,215,000 9,215,000 9,215,000 9,215,000 9,215,000 9,215,000
Asli Desa
Pendapatan Transfer
Dana Desa 895,717,000 895,717,000 895,717,000 895,717,000 895,717,000 895,717,000
Bagian Dari hasil
pajak dan retribusi 22,806,300 22,806,300 22,806,300 22,806,300 22,806,300 22,806,300

kabupaten




Alokasi Dana Desa 269,400,200 269,400,200 269,400,200 269,400,200 269,400,200 269,400,200
Bantuan Keuangan
p 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000
TOV

Bantuan Keuangan

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
Kabupaten
Pendapatan lain-lain 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Hibah dan
Sumbangan Pihak ke 6.141.000 6.141.000 6.141.000 6.141.000 6.141.000 6.141.000
3

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2016 yang merupakan potensi Desa dan sebagai
penerimaan Desa Tlepok sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan
pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa Desa dan dana perimbangan.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan
pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional

PemungutanPendapatan Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;

4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatkan
kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;

5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;

6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa

diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan  yang proporsional, efisien
dan efektif, antara lain melalui:
1.Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk

Meningkatkan perekonomian  dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu
akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada
masyarakat dan  berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat
waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat
waktu pula.

2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran
yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai
system pelaporan yang makin akuntabel.

3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam
penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung
dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.

4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan
Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan makan maka kebijkana olokasi



indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

PREDIKSI ALOKASI INDIKATIF BELANJA DESA
Desa Tlepok Kecamatan Karangsambung Desa Tlepok

Tahun 2020 - 2025

URAIAN
BELANJA

TAHUN

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Belanja Bidang
penyelenggaraa
n pemerintah

353,799,334

353,799,334

353,799,334

353,799,334

353,799,334

353,799,334

Belanja Bidang
Pelaksanaan
Pembangunan

909,709,500

909,709,500

909,709,500

909,709,500

909,709,500

909,709,500

Belanja Bidang
Pembinaan
Masyarakat

84,670,400

84,670,400

84,670,400

84,670,400

84,670,400

84,670,400

Belanja Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat

88,513,200

88,513,200

88,513,200

88,513,200

88,513,200

88,513,200

Belanja Bidang
Tak Terduga

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB
ketika

pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi

Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi
ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit
diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber
dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan

penjualan aset.

Selanjutnya
pengeluaran

untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada

yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh
tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan

diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan




dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu
penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan
Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi
hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga
usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan

anggotanya.

BAB VI

PENUTUP

Demikian RPJMDesa Desa Tlepok Kecamatan Karangsambung Kabupaten
Kebumen ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan
di Desa Tlepok Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2019-
2025 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKPDesa yang

merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa .

Kepala Desa Tlepok

SUNARYO



